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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 63 TAHUN 2013
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa berdasarkan Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor HG-21900000076 Tanggal 27-08-2013 Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2013 dinyatakan bahwa Sdri. dr. Mariana Rosalinda Togatorop sebagai Dokter Spesialis Radiologi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa dengan ditetapkannya Dokter Spesialis Radiologi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kelangkaan profesi kepada yang bersangkutan sebagai Dokter Spesialis Radiologi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;



	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3496);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Seri A);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

14. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis dan Sub Spesialis pada Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan
	:
	PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBERIAN

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
balam Peraturan Gubernur ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  daerah.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

5. Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tunjangan yang diberikan  kepada Dokter Spesialis Radiologi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2
1. Dokter Spesialis Radiologi yang diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah dokter spesialis radiologi yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Tugas dokter spesialis radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberi pelayanan kesehatan bidang radiografi dan imejing pada Instalasi Radiologi Rumah sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3
1. Dalam hal terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tugas - tugas tidak dapat berjalan, maka tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberhentikan sementara.

2. Penghentian sementara tersebut akan dibayarkan kembali bila tugas-tugas dijalankan kembali dengan dibuktikan surat keterangan dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 4
Dokter spesialis radiologi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) per orang/bulan.

Pasal 5
Pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan profesi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6
Tata cara pembayaran tunjangan penghasilan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung

sejak tanggal 1 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.




Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 11 Desember 2013
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI
Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 11 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
IMAM MARDI NUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 45 SERI E
6

